
 

 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.877, 2017 KEMENPAN-RB. Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik. Penilaian Kinerja. Pedoman. Pencabutan. 
 

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN 

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 17 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA 

UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatan kualitas pelayanan publik 

dilakukan penilaian kinerja unit penyelenggara 

pelayanan publik, untuk itu perlu ditetapkan peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik; 

  b. bahwa Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara 

Pelayanan Publik sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan keadaan sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penilaian Kinerja 

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ;  

Mengingat :   1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN 

PENILAIAN KINERJA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN 

PUBLIK. 

 

Pasal 1 

Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik merupakan acuan untuk melaksanakan penilaian 

kinerja unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan 

Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 2 

Hasil penilaian kinerja ini menjadi dasar bagi Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

untuk melakukan pemeringkatan kepada unit penyelenggara 

pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan 

Pemerintah Daerah secara nasional. 

 

Pasal 3 

Pedoman ini dapat digunakan oleh Kementerian, Lembaga dan 

Pemerintah Daerah apabila akan melakukan penilaian kinerja 

internal untuk unit pelayanan publik masing-masing. 

 

Pasal 4 

Pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan 

publik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

 

www.peraturan.go.id



2017, No.877 
-3- 

Pasal 5 

Pada saat peraturan Menteri ini berlaku, Kementerian, 

Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan 

evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik, 

hasilnya tetap berlaku. 

 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja 

Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 

Pasal 7 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 15 Juni 2017  

 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

ASMAN ABNUR 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Juni 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

               ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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